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ABSTRAK

Dialam sebuab Negara demokrasi, peloksanazn peclindungan HAM diatur
dalam konstlust ol lndc-ns.:.m pengaturen. HAM di atur dalam Undang=Undang
nomor 34 talwn 1999, Secara umum HAM dapat di anikan schapar hak wanp
hakiki yiny, merp akan anugeral Tuhan Yang Maha Csa, vanp n1|:|q,}..41 dakam
diri manusie scfak lobic. Oleh kama i setap [}-!..]EII'III:E;IEEI!'I-pLMI'I‘I,LEITEﬂ HAM
yang terjadi akan diproses secara hukum yang sesuai dengan pengaturan Undang-
Undang namar 39 tabun 1999 tentang HAM. Maka vang menjadi PLUrLITILSAN
masalah disini adalah apit bentuk-bentuk peclindunpan Hak Asasi Manusia vanp
diatur dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999, jenis-ienis pelangearan dan
proses peradilan HAM i Indonesia serta pengaturan Hok  Asasi Manusia
berdusorkan kanstitust vange permah berlaky di Indonesio. Sedons ohkan tujuan s VLI
hendak dll:"l|}ﬂ.l adalah untuk ]1!.I1L|21{|.|:1I_|| benmk-bentuk |=_.¢r|_||'||j|_t|-'|_r an Hak Asasi
Manusia yang di atur dalum Undang-Undang nomor 39 tahen 1999, untuk
mengelabivn jenis pelungoaran den proses peradilan HAM di Indonesia sera untuk
melihat pengaturan HAM  berdasarkan  konstivesi vang pernab berlzku  di
indonesia. Penulis melskukan penclitian kepustakoan don memakal  metode
pendekatan yuridis normatic yaile suatu jenis penclitian vang di dosorkun prds
Hteratee- literstur kepustakaan dan selanjuinya diolal dengen mengeunakan
analisa kuslitatif Dari hasil pesclitian maka dapat di simpulkan bahwa banyak
terjadi pelanggeran-pelunggaran HAM dan bentuk pelanggaran HAM berat vang
ti sebabkan oleh kesewenangan penguasa ataw aparatur negara, kesengajaan untuk
melakukan pelanpgaran HAM dan pertentangan antars kelompok masvaraka.
Adapun saran yang ingin penulis sampaikan adulah hendaknya dolam pelaksungan
peclindungan HAM  schaiknya mempedomani sturan-sturan dan perundang-
undangan  yang berlaku seria seluruh komponen  masyorakal hans dapat
mengimplementssikan aturan-aturan Undang-Undang oo 39 ahun 1999 tentang
HaM dalam kehidupan sehbari-han.



BALI
PENDAHLLUAN

A. Latur Belakang Masalah

Munusia schagal makluk Tuhan telah diberi kurmia bak kodrati sebagai hak
dasar yang melekat dalam dini manusia scjak lahic, Hak dasur ving dimiliki
mianusiay lerscbul sering terabaiken dan bahkan sering lerompas olch manosin
Linnya, Hak dasar italah yang kemudizn disebut denpan Hak Asasi Manusia
(FLAM). Hak Asasi Manasiv iw kemudian menjadi suatu vang sangat berluseas
hetika tidak dapat dilindungi eleh Megora. Pelanggaran tentng Hak Asast
Manusia (HAM) akan ]]1!;.‘I1}'l’.‘|‘.-.‘lh-|x‘..‘ll;'| banyuk masalah, Peneelahusn alas memabat
ulamiah den hak-hok yong sama den Gdak terosinghen darl semus anpuob
keluarga kemenusiaan adalah dasar kemerdekann, keadilan, perdumaian di dunia.'
Selanjutnya dalam plagom PBE pada pasal 2 yang menyotakan hahwa seliaf
orang bechek atas semua hak-hak dan kebebasan vang vang sesusia dengan aturan
ying berlaku dengan sk sda kekecualinan apapun, seperti misalnya bangss, warna
kulit, jenis kelamin, bahasy, agama, politik atau pendapal lain, asal mula
kebangsaan ataw kemasyarakatan, milik kelahiran atau kedudukan tain.

Mempethatikan konsep piagam PBE tersebut telah dinyatakan konsep
dasar lentang Hal Asast Manusia (HAM) di dunia. Hal ini kemudian diratilikasi
oleh masing-masing angeots PBE diselurub dunia yang kemudisn melahirkan

undang-undang dan aturan tentang Hok Asasi Manusio {HAM] Khusus di

"CST. Kansil, Peaguntar fmw §fakam dor Tat S ndesesia Takartas Bals Pustabe
hadumion 37 1.
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Indonesia piagam PBB tersebut dicantumkan dalam Lindang-Undang Dasar 1943
vang dalam beberapa pasainya telah mengadopsi wolany pengaturan Hak Asasi
Manusia (HAM), selanjutnya pada tahun 1999 Indonesia teloh membuat Undang-
Undang Namar 39 whun 199% tentang Hak Asasi Manusia (HAM),

Untuk melaksanakon Hak Asasi Manusin (HAM) diperlukan puelaksanaan
kewajiban dasar menusia yang merupakan seperangkat kewajiban vang apabila
tiduk diluksanakan, maka tidak memungkinkan wrlgksana dan tegaknyve hak asast
manusia” Kemudian hak azasi manusia yang merupakan seperangkat hak yang
melekat pada hakikat dan keheradaan manusia sehagai makiuk Tulian Yanpg Maha
Esa dan merupakan anugrah-ya yong wapib dibormot, dijunjung tinppi doo
difimdungi oleh Negara, hokum, pemerintal, dan setiap arang demi kehormatan
serta perlindunpan harkat dan martabat manusia.’

Secara kodrali setiap manusie diberi hok dasar untuk mengembanekan diri
sesual dengan polensi dengan memperhatikan hak-hak dasar orang lainmya,
Pelaksanaan terlalu bebas dari hak dasar yang dimiliki oleh sescorang akan
mengakibatkan terlanggarnys hak crang Lin, Hal ind perlu adanya balgsan yamg
Jelas kebebasan pengpunasn hak dasar seseorong dapat menghormati hak dasar
arang lainnya, |

Hak-hak dusar ini tidak dopuat dipungki, memungkiri hak-hak dasar ini
merupakan pelanggaran wrhadap martabat manusia, Oleh Karena o Negara,

erganisasi dan lembapga apapun harus dan mutlak menghormati hak-hak dasar ini.

! DepHukum dun Ham, Dincfg-Clredangy featang AN (Peielaran, Jakanis Sinar
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Megara dan hukwes mengemban kewajiban untuk melindung hak dusar manusia
stu tanpa keewali. Maka ini dapet dianikan babwa perlindungan terbadap hak asasi
maunusia merupakan hak mutlak yang hares divtamakan dalam penyelengparasn
Negara, organisasi dan lessbaga lainnya,

Peda  dasarnya manusia  dianugrahi scbush jiwa,  hentuk,  struktur,
remampuan, kemmawan serta berbagdi kemudahan aleh penciptanya dengan tajuan
untuk menjumin kelanjuton hidupoya. Unwk melindungi hal tersebut diperlukon
adanya perlindungan dan pengakuan, fanpa semua ity manusiz akan kehilangan
harkat dan marnabatnya schingga dapat mendorong manusia menjadi srigala bagi
manusia lainnya (Homo fomind s,

megara dalam bal ini merupakan pelindung manusia menjadi beskewajiban
untuk melindungi hak asasi manusia rekyalnya, menegakkan, menjamin
terselenggaranya hak asisi monusia sesual dengan wnpguns jawabnyva. Uniuk
mielindungi, menghormati dan mencgakkan hak asasi manusia secara total,

kemudian scjalan dengan hal tersebut, bahwa di Indonesia schagai Nepars
pluralistik, Megara dan bangss Indenesia vang memiliki Pancasiia sebagai dasar
MNegara mengandung pemikivan bahwa menusia diciplaken oleh Tuhan Yang

aha Esa yang menyandang dua aspek vaite aspek individualilas -{prihadi] than
aspek sosialites (bermasyarakatl) oleh karens ity kebebasen setisp crang dibatasi
uleh hak orang lainnya. Ini berarls setiap orang menpemban kewajiban menikui

den menghormati hak orang lain, kewajiban ini juga berlake  bagi sclisp

POST. Bansil, Lo 1, 479,
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orpanisasi padda staran manapun, terulama Mepars dan pemerintah, Denpan
demikian Megara dan pemerintah bertanggung jawab  untuk menghormati,
melindungi, dan membela serta menjamik hak assi manusia setiap warga Mepara
dan pendudubinya tznps kecuali.

Kewajiban MNegara untuk menghormati hak asasi manusia ity leecersain
dalam pembukzan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai sclurul passl-
pasal dalam undeng-undang dasar ini, teritama vang berkaiian dengan persamaan
kedudukan dalam hukum dan pemerintaban, hak atas pekerjaan dan penghidupan
yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpel, Bak untuk memeeluarkan
pikiran dengan lisan dan tulisan, kebhebasan memeluk agona den heribadat sesuni
dengan agama dan keyakinanmya it serta bak unuk meperoleh pendidikan dan
PCnEajaran.

Di Indonesia sejarsh wentang hak asasi manusio mengulumi pasang surul,
sejarah mencatatl banyiknyva masalah bak asasi monusia yang terjadi di Indanesia
berbagai penderitaan, kesengsaraan dan kesenjanpan sosial yang dischbabkan oleh
priluku yung tdek adil dan diskriminatif atos dasar etik, s, warna kulit, budaya,
bahasa, ugama, galongan, jenis kelamin dan status sosial lainnya, Perlakuan vang
diskriminatif teesebut merupakan pelanpgaran terhadap hak asasi |Iu:mu.~ci;-,. baik
yamg bersiful vertikal (golota Wegara dengan rakyatnya) maupun korizontal {anlara
masyarakal dengan masvarakot) den tidak sedikit vang masuk dalam Rateoori

pelangparan hak asasi manusia berat dan bahkan sampsi kepengadilan,



Bals L1
PEMBAHASAN PERMASALAHAN

A. Pengaturan Hak Asasi Manusia berdasarkan konstitusi yang peroah

berlaku di Indonesia

g, Dalam UUTY tulun 1945

Megara kite adalabh negora Pancasile yang  herasaskan  kekeluarzaan

sebigai negara hukum yang berdusarkan puda Undang Undang Dosae Negom
Kesatean Republik Indoncsia tahun 1943 schinggn hak hak asast manusia
sehenarnya tidek dapat dipisahkan dengen pandgngan lilesalis tentang manusia
vang melatarbelakangi, menurot Pancasila hakikat manusia adalal tersusun atos
Jiwa dan rapa kedudeken kedrat sebagei makhluk Tuhan Yang Mohs Esa dan
makhluk pribadi apapun sifat kedratnya scbagai makhlok individe dan makhiuk
sosial,

IPada rentang waktu berdirinya bangsa dan nepara Indonesia  dalam
keryataannya sccara resmi Deklarasi HAM bangsa Indonesta telah teelebil dulu
di rumuskan yang dinvatakan dalam UUD tahun 1945 dari pada Deklarasi
Universal Hak Hok Asasi Manusio PBB. Hal ini merepakan fukta dunia bahwa
bangsa Indonesia scbelum tercapainya pernyataan hak haka asast manusia sedunia
PBB, telah mengangkat Hak Asesi Meousia don melimdungi dalpm kehidupan
negard vang lertuang dakom LILID 1945,

Dalam pembukaan ULUD 1945, dimans alinea pertamanya dinvatokan
bahwa © “Kemerdekoon adaleh hak sepala bangsa”™. Dalam pernyatsan terschut
terkandung pengankuan sceara yuridis Hak Asasi Manusia tentang kemerdekaan

schapaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB pasal
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PENUTUP
A, Kesimpulin

Ahimya sampailah penulis pada bagian penutep dari skripsi ini, dimana
pade bab ini penulis akan memberikon kesimpulan dael skrips ini vang telah
panjang lebar penulis wraikan, Dengan scpala kerendaben hati penulis mencoba
memberikan saran, moge-mogs di perhatiken don kalau dapat di realisasikan
dalam kehidupan berbangsa dan bemegara bagi vang tefah membaca skripsi ini,

Adapun kesimpulan dari skeipsi int adalah antara lain:

I Bentwk-bentuk perlindungan HAM vang diatur dalam Undang-Undang Nomor
249 Tahun 1999 fentang Hak Azasi Manusiu adaleh tentang hak untuk hidugp,
hak berkeluargn dan melanjuikan keturunan, hak mengembangkan diel,  hak
memperaleh keadilzr, hak atas kebebasan pribadi, hak atgs rasa aman. Setiap
orang berhak atas perlindungan dirl pribadi, keloarga, kehormatan, martabat,
hak milik, rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman
ketakuian untuk berbuat atau tidak berbual sesuatu, hak atas kescjahieraan,
hak turul serta dalam pemeriniohon, hak wanite, hak enok. Sera bentuk
peclindungan  yang  diberiken  terhadap  aktivis  HAM  di  [ndonesia.
Perelindungan ite dapat berupa:

a. Menyesuaikan hukum nasional Indonesin dengan deklarasi pembela
HAM di mana deklarasi pembels HAM dijadikan sebapai instrumen

nasional.

b. Melakuken penyebarluasan dan pelaksanzan deklarasi pembela HAM

dengan menpadakan pelatiban.

Ei
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